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PETIKAN PUTUSAN 

Nomor 1/JN.Anak/2021/MS.Jth  

 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

Mahkamah Syar’iyah Jantho yang memeriksa dan mengadili perkara 

jinayat pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dalam sidang 

majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Anak: 

Nama Lengkap 

NIK 

Tempat Lahir 

Umur/Tanggal Lahir 

Jenis Kelamin 

Kebangsaan 

Agama 

Pendidikan 

Pekerjaan 

Tempat Tinggal 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

Muhammad Fadly bin Zulkarnain  

- 

Kota Fajar  

14 tahun/17 November 2006 

Laki-laki 

Indonesia 

Islam 

SMP 

Pelajar 

Gampong Meunasah Tuha, Kecamatan 

Peukan Bada, Kabupaten Aceh Besar; 

Anak tersebut ditahan di Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Rumoh 

Seujahtera Jroh Naguna Dinas Sosial Aceh berdasarkan Surat 

Perintah/Penetapan Penahanan: 

1. Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Besar Nomor: PRINT-892 

/L.1.27.3/Eku.2/09/2021 tanggal 20 September 2021, terhitung sejak  

tanggal  20 September 2021  sampai dengan  24 September 2021; 

2. Hakim Mahkamah Syar’iyah Jantho  Nomor : 1/Pen.JN.Anak/2021/MS.Jth 

tanggal 23 September 2021,  terhitung sejak tanggal 23 September 2021 

sampai dengan 03 Oktober 2021; 

3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar’iyah Jantho Nomor 

3/Pen.JN.Anak/2021/MS.Jth tanggal 04 Oktober 2021, terhitung sejak 

tanggal 04 Oktober 2021 sampai dengan 18 Oktober 2021; 
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Dalam persidangan Anak didampingi oleh: 

- Dyna Sofya, S.H., Penasihat Hukum pada Kantor Hukum “DYNA SOFYA, S.H. 

& PARTNERS” yang beralamat di Jalan Mata Ie, Nomor 6, Gampong Gue Gajah, 

Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, berdasarkan Penetapan 

Penunjukan Penasihat Hukum oleh Ketua Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah 

Jantho Nomor 1/JN.Anak/2021/MS.Jth tanggal 30 September 2021; 

- Furnama Sari, Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Kelas 

II Banda Aceh, berdasarkan Surat Tugas Nomor: W1.PAS24.PK.01.05.07–1875 

tanggal 29 September 2021 dan Surat Tugas Nomor: W1.PAS24.PK.01.05.07–

1986 tanggal 06 Oktober 2021; 

- T. Mursal Fahmi, S.Sos.I, Pekerja Sosial Profesional pada UPTD Rumoh 

Seujahtera Jroh Naguna, Dinas Sosial Pemerintah Aceh, berdasarkan Surat 

Tugas Nomor: 463.1/572/ST/2021 tanggal 08 Juli 2021;  

Mahkamah Syar’iyah tersebut; 

Telah membaca Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa 

atas nama Anak tersebut di atas dari Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Besar 

Nomor B-2715/L.1.27.3/Eku.2/09/2021 tanggal 20 September 2021; 

Telah mempelajari berkas pemeriksaan pendahuluan atas nama Anak 

tersebut di atas dan surat dakwaan yang dibuat oleh Penuntut Umum Pada 

Kejaksaan Negeri Aceh Besar No. REG PERK : PDM-002/JTH/09/2021 

tanggal 20 September 2021; 

Telah membaca Laporan Penelitian Kemasyarakatan dengan Nomor 

Register: 62/LITMAS/VII/BKA/2021 tanggal 16 Juli 2021 atas nama 

Muhammad Fadly bin Zulkarnain; 

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Mahkamah Syar’iyah Jantho 

Nomor 1/JN.Anak/2021/MS.Jth tanggal 23 September 2021 tentang 

Penunjukan Majelis Hakim; 

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis yang memeriksa dan 

mengadili perkara tersebut Nomor 1/JN.Anak/2021/MS.Jth tanggal 23 

September 2021 tentang Penetapan Hari Sidang; 

Telah mendengar keterangan Para Saksi dan keterangan Anak serta 

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; 
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Telah mendengar pembacaan surat tuntutan dari Penuntut Umum, 

Nota Pembelaan (Pledoi) Anak/Penasihat Hukum, Replik Penuntut Umum, 

dan Duplik Anak/Penasihat Hukum;  

Telah mendengar hal yang bermanfaat bagi Anak yang disampaikan 

oleh Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial dan Ibu kandung anak; 

Telah melihat dan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di depan 

persidangan; 

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan Mahkamah 

Syar’iyah Jantho oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan No. REG 

PERK : PDM-002/JTH/09/2021 tanggal 20 September 2021, yang isinya 

sebagai berikut: 

Pertama : Melakukan perbuatan pemerkosaan terhadap anak 

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 50 

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. 

Kedua :  Melakukan perbuatan pelecehan seksual terhadap Anak 

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 47 

Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. 

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan 

dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim akan menguraikan dakwaan yang 

dianggap paling relevan dengan fakta-fakta persidangan yakni Dakwaan 

Pertama, melanggar Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang 

Hukum Jinayat, yang berbunyi sebagai berikut :“ Setiap Orang yang dengan 

sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan terhadap anak, diancam dengan 

‘Uqubat Ta’zir cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling 

banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) 

gram emas murni, paling banyak 2.000 (dua ribu) gram emas murni atau 

penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua 

ratus) bulan”; 

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 50 Qanun Aceh 

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, terhadap Jarimah yang diatur 

dalam pasal ini diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir yang berbentuk alternatif yakni 

berupa cambuk, denda dan penjara. Namun oleh karena pelaku jarimah 

tersebut adalah Anak, maka berdasarkan Pasal 67 ayat (1) Qanun Aceh 
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Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, terhadap Anak patut dikenakan 

‘Uqubat paling banyak 1/3 (satu per tiga) dari ‘Uqubat yang telah ditentukan 

bagi orang dewasa dan/atau dikembalikan kepada orang tuanya/walinya atau 

ditempatkan di tempat yang disediakan oleh Pemerintah Aceh atau 

Pemerintah Kabupaten/Kota; 

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara 

berlangsung tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf pada 

diri maupun perbuatan Anak, sehingga sudah sepatutnya Anak dijatuhi 

‘uqubat yang setimpal atas perbuatannya sebagaimana dalam amar putusan 

di bawah ini; 

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini Anak telah ditahan 

berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan yang sah, maka sudah 

sepatutnya penahanan tersebut dikurangkan dari ‘uqubat yang dijatuhkan; 

Menimbang, bahwa oleh karena penjatuhan ‘uqubat oleh Majelis Hakim 

lebih lama dari masa penahanan Anak dan tidak ada alasan untuk 

mengeluarkan Anak dari tahanan, maka Anak harus dinyatakan tetap berada 

dalam tahanan; 

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan ini telah 

mempertimbangkan tuntutan Penuntut Umum, Nota Pembelaan dari Anak, 

Laporan Penelitian Masyarakat, dan rekomendasi dari Pendamping dan orang 

tua anak, serta dengan tidak mengesampingkan keadaan psikologis anak 

korban, Maka Majelis Hakim menilai dengan memperhatikan asas 

Perlindungan, Keadilan, kepentingan terbaik untuk Anak (the best interest of 

child), kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, serta pembinaan dan 

pembimbingan Anak; 

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan ini telah 

juga mempertimbangkan asas keadilan hukum, kepastian hukum, 

kemanfaatan hukum dan perlindungan terhadap anak bukan berdasarkan 

kepada unsur pembalasan dendam kepada Anak;  

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi ‘uqubat, maka haruslah 

dibebani pula untuk membayar biaya perkara; 

Mengingat dan memperhatikan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 

tentang Hukum Acara Jinayat, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang 
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Hukum Jinayat, dan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem 

Peradilan Pidana Anak, serta segala peraturan perundang-undangan yang 

berlaku dan berkaitan dengan perkara ini; 

M E N G A D I L I 

1. Menyatakan Anak Muhammad Fadly bin Zulkarnain terbukti secara sah 

dan meyakinkan bersalah melakukan Jarimah Pemerkosaan terhadap 

anak, sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama; 

2. Menjatuhkan 'uqubat berupa pembinaan terhadap Anak pada Unit 

Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Rumoh Seujahtera Jroh Naguna Dinas 

Sosial Aceh selama 20 (dua puluh) bulan; 

3. Menetapkan masa pembinaan yang telah dijalani Anak dikurangkan 

seluruhnya dari ‘uqubat yang dijatuhkan; 

4. Menetapkan Anak tetap berada dalam Unit Pelaksana Teknis Daerah 

(UPTD) Rumoh Seujahtera Jroh Naguna Dinas Sosial Aceh; 

5. Membebankan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah 

Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah); 

 
Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim 

Mahkamah Syar’iyah Jantho yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 14 

Oktober 2021 bertepatan dengan tanggal 07 Rabiulawal 1443 Hijriyah, oleh 

kami Siti Salwa, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Heti Kurnaini, S.Sy. dan Putri 

Munawarah, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan 

tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin 

tanggal 18 Oktober 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rabiulawal 

1443 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim 

Anggota, serta dibantu oleh Mahdalena, S.H. sebagai Panitera Pengganti, 

dihadapan Penuntut Umum dengan dihadiri oleh Anak yang didampingi oleh 

Penasihat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan dan Pendamping; 

 
Hakim Anggota, 

dto 

 
Heti Kurnaini, S.Sy. 

Ketua Majelis, 

dto 

 
Siti Salwa, S.H.I. 
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Hakim Anggota, 

 
dto 

 
Putri Munawarah, S.Sy. 

 

 Panitera Pengganti, 

dto 

 
Mahdalena, S.H. 

 


